SALINAN

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

2.

KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANGKAT,

bahwa Pandemi Covid-19 berdampak buruk terhadap aspek
kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnva
sehingga berakibat pada perubahan Kebijakan Nasional, untuk
itu perlu dilakukan penyesuaian sebagai upaya pemulihannya;

. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 vang
menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat

dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian target melalui
pfrqhahan capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kineria
Daerah (IKD) RPJMD, schingga perlu direvisi: :

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c

. perlu membentuk Peraturan
Dacrah tentang Perubahan Renecana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undane-Und D i
Indonesia Tahun 1945; RIS TEXI Riga: Mepubi
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan



~J

10.

11.

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Binjai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli
Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 3322);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunar, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
7019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencgna Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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21.
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26.

27.

28,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sumatera Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, T ambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2017
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara
2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
7017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 33);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Langkat Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Langkat
2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013
Nomor 91);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 58);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 50), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas
Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2019 sampai
dengan tahun 2024.

(2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:

a. Babl Pendahuluan;

b. Babll Gambaran Umum Kondisi Daerah;

c. Bablll Gambaran Keuangan Daerah;

d. BabIV Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis Daerah;

e. BabV  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;

f BabVI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Daerah;

g. Bab VIl Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat
Daerah;

h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
i. Bab XI Penutup.

2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni: Pasal 13A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 13A

Dokumen perencanaarn pembangunan dan anggaran Tahun 2021 yang telah
ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang
saling mengisi dan melengkapi dengan Perubahan RPJMD perdasarkan

Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

mi.

Pasal Il

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal, 3! - 12 - 200+

BUPATI LANGKAT,
ttd,

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal, 3\ - 12 -

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAN GKAT,
ttd,
INDRA SALAHUDIN

202\

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR...& .......
NOMOR REGISTRASI PERAT URAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024; (8-224/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
RALA BAGIAN HUKUM,

RAH KABUPATEN LANGKAT




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR * TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019-2024

Penjelasan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu Pasal 342 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan
RPJMD dapat dilakukan apabila: (a) hasil pengendalian dan evaluasi
menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
ini; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam,
goncangan politik, Kkrisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Saat ini
telah diberlakukan perubahan berbagai regulasi yang berpengaruh dan
menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan
pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut
memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas
Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga,
arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas
Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan
RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, mencakup:
1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat;
2. Perubahan Kebijakan nasional Akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak
buruk terhadap Aspek Kesehatan, Sosial, Ekonomi dan Aspek Kehidupan
lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target melalui perubahan
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capaian indikator tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, IKU dan
IKD RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 serta pengambilan
kebijakan pembangunarn jangka menengah Daerah sebagai upaya untuk

pemulihan;

W

Langkat Tahun 2019-2024 melalui pelaksanaan
terukur dan memiliki dampak langsung;

Melakukan optimalisasi kinerja dalam hal pencapaian kinerja Kabupaten

program/ kegiatan yang

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Langkat Tahun
2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan

sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan
Perangkat Daerah (Renstra-PD). Pelaksanaan perubahan
lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan

Rencana Strategis
RPJMD dijabarkan
tahunan

Pemerintah Kabupaten Langkat yang memuat Program Prioritas dan

kegiatan.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal Il

Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAN
NOMOR...

GKAT &5 TAHUN 2021




